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ABSTRAK 

“Pengaruh Good Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Komite 

Audit Terhadap Kecurangan Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023” 

 

Oleh: 

 

YULI SASMITA 

12170320155 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate 

governance, whistleblowing system, dan komite audit terhadap kecurangan pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dimulai 

tahun 2020 hingga 2023. Populasi penelitian adalah perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive 

sampling yang menghasilkan 20 sampel dengan 4 tahun penelitian. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan BUMN 

periode 2020-2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel 

menggunakan Eviews 12. Hasil dari penelitian menunjukkan: pertama, good 

corporate governance dan whistleblowing system secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan. Kedua, komite audit secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. 

Kata Kunci: Kecurangan, Good Corporate Governance, Whistleblowing System, 

Komite Audit. 
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ABSTRACT 

“The Influence of Good Corporate Governance, Whistleblowing System, and 

Audit Committee on Fraud in State-Owned Enterprises (BUMN) Listed on the 

Indonesia Stock Exchange for the 2020-2023 Period” 

 

By: 

 

YULI SASMITA 

12170320155 

 

This study aims to analyze the effect of good corporate governance, 

whistleblowing system, and audit committee on fraud in state-owned companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) starting from 2020 to 2023. The 

population of this study is state-owned enterprises (BUMN). Samples were taken 

using a purposive sampling method which resulted in 20 samples with 4 years of 

research. The data used are secondary data sourced from the BUMN annual 

report for the 2020-2023 period. This study uses a multiple linear regression 

analysis method processed through Eviews 12. The results of this study indicate 

that: first, good corporate governance and whistleblowing system partially have a 

significant effect on fraud. Second, the and audit committee partially have no 

significant effect on fraud. 

Keywords: Fraud, good corporate governance, whistleblowing system, audit 

committee. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kasus kecurangan (fraud) sering menjadi objek berita utama di media massa 

dan elektronik. Kecurangan dapat terjadi di mana saja seperti organisasi nirlaba, 

perusahaan, atau lembaga pemerintahan. Kecurangan adalah tindakan yang 

disengaja oleh manajemen, karyawan, atau pihak ketiga dengan menggunakan 

penipuan atau manipulasi untuk mendapatkan keuntungan illegal (Dewata et al., 

2022). Menurut Djamil (2024) perilaku penipuan atau perilaku curang adalah aksi 

individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau finansial 

dengan cara menipu, mencuri, dan memanipulasi informasi. Kecurangan yang 

timbul mengakibatkan kerugian yang besar baik bagi instansi maupun investor 

yang menanamkan saham pada instansi tersebut. Dapat disimpulkan tindakan 

kecurangan perbuatan yang tidak jujur dan merugikan pihak lain serta perbuatan 

yang menentang hukum. 

Berdasarkan survei Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 

2020 kasus fraud jenis korupsi adalah kategori occupational fraud yang paling 

umum dan merusak di Indonesia. Presentase terjadinya kasus korupsi sebanyak 

67% dari total kasus 167 korupsi di Indonesia dengan total kerugian 

Rp373.650.000.000, diikuti oleh penyalahgunaan aset sebesar 21% dari total 

kasus 50 korupsi di Indonesia dengan total kerugian Rp257.520.000.000 dan 

fraud laporan keuangan sebanyak 9,2% dari total kasus 22 korupsi di Indonesia 
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yang menyebabkan kerugian sebesar Rp242.260.000.000 (ACFE Indonesia, 

2020). 

Gambar 1.1 Data Kasus Korupsi dan Jumlah Tersangka 2019-2023 

Sumber: Indonesian Corruption Watch (2023) 

Berdasarkan Gambar 1.1 Data kasus korupsi dan jumlah tersangka 2019-2023 

di atas terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023 oleh Indonesia Corruption 

Watch (ICW) terdapat peningkatan yang sangat signifikan daripada tahun- tahun 

sebelumnya. Ditemukan setidaknya 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka 

yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Potensi kerugian negara mencapai 

Rp28,4 triliun, potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp422 miliar, 

potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp10 miliar, dan potensi aset yang 

dirahasiakan melalui money laundering sebesar Rp256 miliar (Anandya et al., 

2024). 

Indonesia Corruption Watch (2022) kasus korupsi dalam lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara BUMN dalam periode dari 2017-2021 mencapai 119 kasus 
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dan mengidentifikasi 340 tersangka. Data menunjukkan bahwa 119 kasus korupsi 

yang terjadi di perusahaan BUMN mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 

47,9 triliun. Turut ditemukan nilai suap sebesar Rp 106,9 miliar dan tindak pidana 

pencucian uang sebesar Rp 57,86 miliar. Perusahaan BUMN dengan kasus 

korupsi paling tinggi dengan 15 kasus adalah Bank BRI, diikuti Pertamina dengan 

8 kasus, PT. Sang Hyang Seri dengan 6 kasus, Bulog dengan 5 kasus, dan PT. Pos 

Indonesia dengan 5 kasus. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang dimiliki 

oleh negara. BUMN dalam hal ini tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik 

akan tetapi menghasilkan keuntungan untuk negara. Urgensi pembentukan BUMN 

adalah karena adanya kebutuhan mendesak untuk memulai atau mengembangkan 

bisnis di berbagai sektor yang kurang diminati oleh sektor swasta, serta untuk 

mengelola dan menyediakan layanan publik secara strategis (Harahap, 2024). 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 

BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang 

dipisahkan, yang di dalamnya terdapat Persero Terbuka, Perum, Persero yang 

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh 

satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan 

utamanya mengejar keuntungan. BUMN berusaha keras untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat melalui prinsip dasar perusahaan mereka, yang disebut 

AKHLAK, yang merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, 

Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 
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BUMN juga telah mendaftarkan sebagian sahamnya pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) diantaranya terdiri atas sektor pertambangan, sektor industri dasar 

dan kimia, sektor infrastruktur, utilitas & transportasi, sektor industri barang 

konsumsi, sektor properti, real estate dan kontruksi bangunan, dan keuangan. 

Dengan demikian perusahaan BUMN akan sangat bergantung pada kepercayaan 

publik dan pemerintah akan pengelolaan perusahaan yang baik demi menghindari 

adanya kerugian yang signifikan. Akan tetapi pada faktanya BUMN masih 

mendapati adanya kerugian yang disebabkan oleh adanya fraud. ACFE Indonesia 

(2020) dalam penelitiannya pada tahun 2019 menempatkan BUMN kedalam 

peringkat kedua pada 5 kategori organisasi atau lembaga yang paling dirugikan 

akibat adanya tindak keterjadian fraud dengan persentase sebanyak 31,8%. 

Gambar 1.2 Organisasi Dan Lembaga Yang Paling Dirugikan Akibat Fraud 

 

Sumber: ACFE Indonesia (2020) 

Hal tersebut sejalan dengan berbagai laporan kecurangan di dalam BUMN 

Pada tahun 2023, PT Jasa Marga (Persero) Tbk terlibat dalam kasus dugaan tindak 

pidana korupsi terkait proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II 
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Elevated (Tol MBZ). Kasus ini melibatkan mantan Direktur Utama PT Jasamarga 

Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono, serta sejumlah pihak lainnya yang 

diduga melakukan kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang dan 

pelaksanaan proyek. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara 

sebesar ±Rp1,5 triliun. Pada Juli 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 

Pusat menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Djoko Dwijono atas 

keterlibatannya dalam kasus ini. (IDN Times, 2025). 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terlibat dalam dua kasus besar korupsi 

yang mencoreng tata kelola perusahaan. Kasus pertama melibatkan mantan 

Direktur Utama Emirsyah Satar pada tahun 2019 terkait pengadaan mesin Rolls 

Royce serta dugaan pencucian uang, yang menyebabkan kerugian negara hingga 

Rp8,8 triliun. Emirsyah dinyatakan bersalah pada 2020, dan pada 2022 kembali 

ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan pesawat CRJ 1000 

dan ATR 72-600. Kasus kedua melibatkan mantan Dirut Ari Askhara atas 

penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton pada 2019, yang 

menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,5 miliar (IDN Times, 2025). 

Kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina 

(Persero) terjadi pada periode 2011–2021 dan melibatkan mantan Direktur Utama, 

Karen Agustiawan. Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

tindakan korupsi dalam pengadaan LNG tersebut menyebabkan kerugian negara 

sebesar Rp2,1 triliun. Karen dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sembilan 

tahun penjara serta denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (IDN Times, 2025). 
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Salah satu kasus korupsi terbesar yang terjadi di lingkungan BUMN adalah 

kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), 

Subholding PT Pertamina Patra Niaga, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

(KKKS) pada periode 2018–2023. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kasus 

ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat signifikan, yakni sebesar 

Rp193,7 triliun. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, bersama 

delapan orang lainnya dari berbagai posisi strategis di lingkungan Pertamina dan 

perusahaan mitra, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini (IDN Times, 

2025). 

Pada periode 2015–2022, PT Timah Tbk terlibat dalam kasus korupsi terkait 

pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(IUP). Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang sangat signifikan, mencapai 

sekitar Rp300 triliun. Beberapa pejabat dan pihak terkait telah ditetapkan sebagai 

terdakwa dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

Jakarta. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (mantan Direktur Utama PT Timah) 

divonis 20 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Emil Ermindra (mantan 

Direktur Keuangan PT Timah) Vonisnya diperberat menjadi 20 tahun penjara, 

dengan denda Rp1 miliar. Terdakwa lain dijatuhi hukuman 10–19 tahun penjara 

(Tempo, 2025). 

Masalah kecurangan (fraud) yang terus terjadi dalam perusahaan 

menunjukkan adanya fungsi-fungsi dalam perusahaan yang lemah dan 

dilaksanakan secara tidak tepat. Maraknya tindakan fraud di Indonesia mendasari 

munculnya berbagai pedoman maupun mekanisme tata kelola yang baik yang 
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diisyaratkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG 

mengeluarkan secara resmi pedoman umum Good Corporate Governance (GCG) 

pada tahun 2006 yang menjadi dasar berbagai macam sektor perusahaan. 

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu dari banyak faktor 

yang berkontribusi pada pencegahan kecurangan. GCG dapat meningkatkan 

kinerja bisnis dan nilai bisnis. GCG harus diterapkan oleh semua perusahaan, 

termasuk di perusahaan BUMN. Good corporate governance (GCG) bagi BUMN 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN menjadi lebih kompetitif dan 

meningkatkan nilai tambah, kinerja keuangan serta kontrol perusahaan 

(Wahyuningtiyas, 2023). Adanya struktur seperti dewan komisaris, dewan direksi, 

dan pejabat di suatu perusahaan adalah contoh tolak ukur penerapan GCG. Selain 

itu, pelaksanaan kegiatan operasional menunjukkan bagaimana kegiatan 

berlangsung dan bagaimana meminta persetujuan (Budiantoro et al., 2022). 

Penerapan Good Corporate Governance yang baik dapat mencegah terjadinya 

kecurangan, semakin baik Good Corporate Governance yang diterapkan oleh 

sebuah entitas, maka semakin kecil peluang terjadinya fraud (Aryani & Fitri, 

2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Budiantoro et al., 2022) 

yang menyatakan bahwa penerapan GCG berpengaruh terhadap kecurangan 

(fraud). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Puspitasari, 2024) 

menyatakan hasil penelitian Good corporate governance tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan. 

Anti-fraud control whistleblowing system (WBS) sistem penting dalam 

mencegah dan mengidentifikasi kecurangan di dalam organisasi atau perusahaan, 
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dan untuk menjalankan-nya diperlukan peran aktif dari pegawai sebagai fungsi 

dari WBS. Hal ini karena hanya orang dalam organisasi yang bisa menjadi 

whistleblower, karena mereka merupakan sumber daya berharga untuk 

meminimalkan kecurangan (Putra et al., 2024). Sistem pelaporan pelanggaran 

digunakan oleh pihak internal perusahaan untuk melaporkan tindakan atau 

perilaku yang berkaitan dengan penipuan, kode etik, pelanggaran hukum, dan 

peraturan perusahaan. Kegiatan whistleblowing ini harus dilakukan secara objektif 

dan bukan untuk kepentingan pribadi (Sugita & Khomsiyah, 2023). 

Whistleblowing sangat penting untuk mencegah kecurangan (Periansya et al., 

2023). Ketika whistleblowing system diterapkan secara efektif maka akan dapat 

mencegah banyaknya kecurangan (fraud). Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Putra et al., 2024) Whistleblowing System berpengaruh terhadap 

Kecurangan (Fraud). Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Inawati & Sabila, 2021) whistleblowing system tidak memiliki pengaruh terhadap 

fraud. 

Keberadaan sistem kontrol perlu diiringi dengan pengawasan yang efektif pula 

guna menyempurnakan suatu sistem kontrol agar terjaga keefektifannya. Menurut 

Maisaroh & Nurhidayati (2021) ketiadaan dan/atau tidak efektifnya komite audit 

dalam perusahaan serta struktur pengawasan yang kurang memadai serta tidak 

efektif juga merupakan salah satu faktor utama mengapa kecurangan terjadi pada 

lingkungan perusahaan. Dengan demikian memperkecil lingkup ketiga faktor 

tersebut menjadi urgensi utama perusahaan dalam mencegah terjadinya 

kecurangan di lingkungan perusahaan. Komite audit adalah bagian penting dari 
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manajemen perusahaan yang melindungi pemegang saham dari reputasi yang 

buruk dan kehilangan nilai karena pelaporan keuangan , korupsi, dan kegiatan 

suap (Waruwu & Sugeng, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Anggiena & 

Prima (2024) dan Trijayanti et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa komite 

audit6b berpengaruh terhadap kecurangan. Berbanding terbalik dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Waruwu & Sugeng (2023) bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya, yang 

dilakukan oleh Maisaroh & Nurhidayati (2021) yang berjudul “Pengaruh Komite 

Audit, Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud 

Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019”. Perbedaan pada 

penelitian ini terletak pada subjek penelitian Maisaroh & Nurhidayati (2021) 

subjek yang dipakai ialah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019, 

namun pada penelitian ini subjeknya ialah perusahaan BUMN yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan 

pendekatan Ordinary Least Square (OLS) melalui software EViews, karena sesuai 

dengan kebutuhan pengujian yang menggabungkan data cross section dan time 

series. Penggunaan alat pengujian model analisis pada penelitian ini cukup 

berbeda dari peneliti terdahulu seperti Maisaroh & Nurhidayati (2021); Nurfahira 

et al. (2023) yang menggunakan persamaan regresi linier berganda dengan alat 

analisis data SPSS. 
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Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang kecurangan telah banyak 

dilakukan, dan hasil yang tidak seragam menunjukkan kurangnya penelitian. 

Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena hasil penelitian 

sebelumnya yang berbeda. Penelitian ini dengan judul: “Pengaruh Good 

Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Komite Audit Terhadap 

Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2020-2023” 

1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti dapat membuat rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar 

belakang, sebagai berikut: 

1. Apakah good corporate governance (GCG) berpengaruh terhadap 

kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah whistleblowing system (WBS) berpengaruh terhadap kecurangan 

pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan pada perusahaan 

BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setelah masalah dirumuskan, peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh good corporate governance (GCG) terhadap 

kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system (WBS) terhadap 

kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kecurangan pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk peneliti, Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait 

penelitian pengaruh good corporate governance, whistleblowing system, 

komite audit terhadap kecurangan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Dapat digunakan untuk mengembangkan 

pengetahuannya terkait penelitian tentang anti-fraud control yang dapat 

mempengaruhi kecurangan, sehingga nantinya penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. 

3. Bagi Perusahaan BUMN, Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan untuk mengoptimalkan anti-fraud 

control serta pengendalian internalnya untuk meminimalisir keterjadian 

kecurangan di lingkungan perusahaan BUMN. 



12 
 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis memberikan ringkasan singkat dari materi di masing-masing bab 

berikut untuk memberikan gambaran umum tentang subjek yang akan dibahas 

dalam penelitian ini: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dalam 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini kita akan membahas tentang kajian teori penelitian, 

penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan 

hipotesis penelitian yang akan diuji. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data 

yang digunakan; populasi dan sampel yang akan digunakan; 

prosedur pengumpulan data; operasional variabel dan teknik 

analisis data. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil penelitian, pengolahan data dari uji olah 

statistik untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini mencakup kesimpulan penelitian, kendala yang ditemukan, 

dan saran untuk memperbaiki judul penelitian yang sama di masa 

mendatang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory (Teori Keagenan) 

Teori agensi dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 

1976. Menurut (Jensen and Meckling, 1976) teori agensi adalah hubungan agensi 

antara manajemen perusahaan yang disebut sebagai agen, dan pemilik perusahaan 

yang disebut sebagai prinsipal, yang diberi wewenang untuk mengambil 

keputusan. Sementara manajemen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan, pemilik juga ingin meningkatkan kemakmuran mereka dengan 

mendapatkan pengadaan atau hasil yang lebih besar atas kinerja yang telah 

mereka tunjukkan sebelumnya. Akibatnya, terdapat perbedaan kepentingan antara 

kedua pihak, yang sering disebut sebagai agency problems (Nurlaela, 2023). 

Menurut Putra et al. (2024) Teori agensi adalah sebuah konsep yang 

menggambarkan hubungan antara dua pihak ekonomi yang memiliki kepentingan 

yang berbeda atau bertentangan. Hubungan agensi terjadi ketika satu atau lebih 

individu (prinsipal) mengontrak individu lain (agen) untuk melakukan suatu tugas 

atas nama prinsipal tersebut, dengan memberikan wewenang kepada agen untuk 

membuat keputusan yang dianggap terbaik bagi principal. 

Menurut Fauziah & Pohan (2024) teori keagenan terdapat perbedaan antara 

manajer sebagai agen yang mengelola perusahaan dan pemilik sebagai principal, 

karena setiap pihak berusaha mencapai kemakmuran yang mereka inginkan, akan 
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ada masalah bagi agensi. Pemilik saham ingin menunjukkan kepentingannya 

dengan memberikan insentif yang paling besar untuk hasil kerja. Akibatnya, 

terjadi informasi asimetri, yang berarti bahwa informasi yang diterima tidak 

seimbang antara manajemen, pemilik, dan pemangku kepentingan. Sebagai agen 

yang mengelola perusahaan, manajer memiliki pemahaman yang lebih baik 

tentang keadaan perusahaan dibandingkan dengan pemiliknya. Hal ini dapat 

memberi mereka peluang untuk menghasilkan keuntungan, meningkatkan 

keuntungannya sendiri, dan seringkali mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. 

Teori agensi meletakan dasar pada tiga asumsi sifat individu, diantaranya: (1) 

seseorang biasanya cenderung mementingkan diri sendiri (self-interest), (2) 

seseorang memiliki batasan dalam merencanakan masa yang akan datang 

(bounded rationality), (3) seseorang akan selalu menghindar dari risiko atau 

masalah (risk averse) (Wahyuningtiyas, 2023). 

Dapat disimpulkan, teori agensi menggambarkan hubungan antara pemilik 

perusahaan (principal) dan manajemen (agen) yang ditandai dengan adanya 

perbedaan kepentingan di antara kedua pihak. Principal fokus pada pengembalian 

investasi yang optimal, sedangkan agen sering kali memiliki kepentingan pribadi 

untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri, seperti memperoleh 

pembaruan yang lebih besar. Perbedaan kepentingan tersebut cenderung 

menciptakan masalah agensi dan muncul informasi asimetri. 

Implikasi teori agensi terhadap penelitian ini ialah dapat menjelaskan 

bahwasannya hubungan agen dengan principal rentan terjadi konflik kepentingan 
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yang dapat dilakukan agen pada penyampaian informasi terhadap principal. Teori 

agensi menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan, seperti insentif yang tepat. 

Wahyuningtiyas (2023) Penerapan good corporate governance untuk 

meminimalkan konflik kepentingan dan menerapkan whistleblowing system 

memastikan agen untuk mentaati peraturan yang ada. Sehingga hal ini dapat 

memudahkan tanggungjawab komite audit untuk menemukan tindakan 

kecurangan supaya sebelum perbuatan kecurangan terjadi bisa diantisipasi atau 

dicegah terlebih dahulu. 

2.1.2 Fraud Triangle Theory 

Fraud triangle theory atau teori segitiga kecurangan pertama kali 

dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Teori Fraud Triangle 

menjelaskan tiga elemen utama yang mendorong seseorang melakukan 

kecurangan atau tindak pidana korupsi. Menurut Cressey (1953) terdapat 3 faktor 

mengapa seseorang atau kelompok melakukan kecurangan, diantaranya ialah 

tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi atau pembenaran 

(rationalization). 

1. Tekanan (Pressure) 

Tekanan tersebut dapat berasal dari masalah pribadi, seperti tekanan 

keuangan atau tekanan akibat kecanduan, maupun dari lingkungan kerja. 

Faktor-faktor   seperti   kebutuhan mendesak,  utang  yang  besar,  

ataugaya  hidup  mewah  yang  berlebihan  dapat mendorong  individu  

atau  organisasi  untuk  mencari  cara  ilegal  atau  tidak  etis agar 

memperoleh  dana  yang  dibutuhkan (Awaliah, 2023). 
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2.  Peluang (Opportunity) 

Ketika pengendalian internal yang buruk, sistem pelaporan keuangan yang 

buruk, atau kepercayaan yang berlebihan terhadap departemen tertentu 

dapat memungkinkan orang atau organisasi untuk melakukan kecurangan 

dan korupsi (Awaliah, 2023). 

3. Rasionalisasi (Rationalization) 

Proses mental di mana orang atau organisasi memberikan alasan moral 

atau alasan logis untuk tindakan korupsi atau kecurangan disebut 

rationalisasi.  Pelaku sering mengalasankan tindakan mereka dengan 

berbagai alasan, seperti merasa diperlakukan secara tidak adil, perlu 

bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat, atau percaya bahwa semua 

orang melakukan hal yang sama.  Pelaku merasa lebih tenang dan dapat 

membenarkan tindakan mereka yang sebenarnya melanggar hukum dan 

etika berkat rationalisasi ini (Awaliah, 2023). 

Teori segitiga kecurangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya 

kecurangan. Menurut teori segitiga kecurangan (fraud triangle theory), terjadinya 

tindak kecurangan disebabkan oleh adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran, 

yang menjadi dasar bagi pelaku untuk melakukan tindak kecurangan tersebut 

(Manfa, 2022). Dengan adanya penerapan GCG, WBS, dan Komite Audit 

berperan penting dalam memutus mata rantai Fraud Triangle dengan mencegah 

opportunity melalui pengawasan dan sistem pengendalian internal. Mengurangi 

pressure melalui tata kelola dan pengawasan target kinerja. Melemahkan 

rationalization dengan menciptakan budaya etis dan transparan. Teori ini 
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memberikan sudut pandang terhadap pelaku kecurangan dengan situasi/ kondisi 

yang ada. Dimana perusahaan setidaknya dapat memperkecil kemungkinan 

kejadian kecurangan dengan cara membuat kondisi perusahaan seperti tidak ada 

celah untuk pelaku kecurangan (Wahyuningtiyas, 2023). 

2.1.2 Kecurangan 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan 

kecurangan sebagai tindakan melanggar hukum dengan sengaja untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak 

langsung merugikan pihak lain Ini termasuk tindakan yang dilakukan oleh 

individu di dalam atau di luar suatu organisasi dengan tujuan tertentu, seperti 

memberikan laporan yang salah atau manipulasi terhadap pihak lain (Adawiyah et 

al., 2023).  Menurut Institute of Internal Auditors (IIA), kecurangan (fraud) dapat 

didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum apa pun yang ditandai 

dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan orang lain. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan kecurangan adalah tindakan 

penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk menipu, 

mengelabui, atau memanipulasi. 

Menurut Falah (2022) mengartikan kecurangan merupakan suatu pelanggaran 

yang sengaja dilakukan dengan tujuan menipu dan mengelabui sehingga pelaku 

mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung atau 

membuat orang lain atau kelompok menderita kerugian. Fraud   adalah   tindakan   

yang   melanggar   berupa   penyembunyian,   penipuan,   atau pelanggaran   
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kepercayaan,   dan   tindakan   penipuan   yang   melibatkan   organisasi   untuk 

mendapatkan   keuntungan   pribadi   dan   bisnis (Meidaryanti et al., 2023).  

Menurut ACFE (2022) kecurangan dapat dikelompokan menjadi 3 jenis, 

diantaranya: 

1. Korupsi (Corruption) 

Korupsi merupakan sebuah situasi dimana seorang pegawai dapat 

menyalahgunakan kekuasaan/jabatan/pengaruh pada transaksi yang 

dilakukan di dalam bisnis dengan melakukan pelanggaran kewajiban 

kepada atasan untuk memperoleh keuntungan baik secara langsung 

ataupun tidak langsung (ACFE, 2022). 

2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 

Penyalahgunaan aset merupakan kondisi dimana sumber daya milik 

organisasi disalahgunakan atau diambil secara ilegal oleh pegawai yang 

bekerja ditempat tersebut. Tindakan penyalahgunaan aset dapat berupa 

pengambilan uang tunai yang tidak sesuai prosedur (pencurian), membuat 

skema piutang fiktif, atau laporan pembelajaan membesar (ACFE, 2022). 

3. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Finacial Statement) 

Kecurangan Laporan Keuangan merupakan keadaan seorang pegawai 

melakukan perputaran dana yang bertujuan diluar kepentingan organisasi 

atau kecurangan berupa manipulasi fungsi pembiayaan/pembayaran. 

Tindakan kecurangan laporan keuangan dapat berupa pegawai mengklaim 

perjalanan pribadi atau biaya makan yang tidak ada pada laporan 

pengeluaran palsu (ACFE, 2022). 
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Hasil survei menunjukkan Korupsi adalah kecurangan yang paling umum di 

Indonesia. Dengan itu sangat diperlukannya pencegahan terhadap kecurangan. 

Mencegah kecurangan melibatkan berbagai tindakan untuk mencegah potensi 

pelaku, membatasi kesempatan mereka, dan mengenali aktivitas yang memiliki 

risiko tinggi terjadinya kecurangan (fraud). Pencegahan adalah upaya untuk 

menetapkan standar dan protokol yang dapat mencegah atau menghilangkan 

sesuatu agar tidak terjadi, hal ini dapat menekan terjadinya kecurangan (Prasasthy 

& Hutnaleontina, 2021). 

Menurut teori agensi, kecurangan adalah perilaku yang melibatkan 

penyalahgunaan kepercayaan atau wewenang yang diberikan kepada agen oleh 

prinsipal untuk kepentingan pribadi atau keuntungan yang merugikan prinsipal 

tersebut. Ini sering terjadi ketika kepentingan agen tidak selaras dengan 

kepentingan prinsipal, dan terjadi kesenjangan informasi atau kendala dalam 

pengawasan yang memungkinkan agen untuk melakukan tindakan yang 

merugikan prinsipal. Sebab itu diperlukan pencegahan kecurangan seperti good 

corporate governance yang baik, menerapkan whistleblowing system dan menjaga 

identitas whistleblower. 

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Good 

Corporate Governance (GCG) merupakan istilah untuk menetapkan peraturan 

bagaimana organisasi, pengurus, pihak kreditur, karyawan, dan badan pengawas 

dengan hak dan kewajiban internal dan ekstern lainnya. Dengan kata lain, sistem 

yang mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi (Ariastuti et al., 2020). 
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Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk 

mengawasi dan mengatur jalannya bisnis dalam membantu pengemban kebijakan 

(Prasetya & Carolina, 2023). 

Komite Cadbury mendefinisikan good corporate governance sebagai 

kumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat 

dalam bisnis, termasuk manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang 

kepentingan internal dan eksternal lainnya (Silvera et al., 2023). Good Corporate 

Governance merupakan sistem pengaturan dan kontrol perusahaan yang dapat 

dilihat dari bagaimana berbagai pihak bermitra dengan perusahaan dan dari "nilai-

nilai" yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri (Sari, 2021). 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 

menjelaskan bahwa Good Corporate Governance sebagai prinsip-prinsip dasar 

dalam suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan 

peraturan, undang-undangdan, etika berusaha (Rahmi et al., 2022). Good 

Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang 

diterapkan oleh suatu perusahaan untuk memastikan kinerja yang efektif, 

transparan, dan akuntabel. GCG fokus pada pengelolaan perusahaan yang 

berkelanjutan, memperhatikan kepentingan para pemegang saham, karyawan, dan 

masyarakat luas. GCG dapat digunakan oleh organ Perusahaan untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dengan 

menerapkan prinsip GCG, yaitu (Inixindo, 2024); 
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1. Transparansi (transparency) adalah ketika informasi yang relevan dan 

dapat diandalkan tersedia secara adil bagi seluruh pemangku kepentingan. 

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, peran, dan 

pertanggungjawaban pengelola dan pengawas Perusahaan sehingga 

pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu Pengelolaan yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundangan yang berlaku. 

4. Kemandirian (independency), adalah keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan, pengaruh, atau 

tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness) yaitu perlakuan yang adil dan setara 

kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, 

termasuk pemegang saham minoritas. 

Unsur corporate governance tercermin dalam laporan keuangan yang 

mencakup serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang 

mempengaruhi manajemen, pengelolaan, dan pengawasan sebuah perusahaan. 

Penerapan corporate governance yang baik berdampak positif pada laporan 

keuangan yang dihasilkan, karena pengawasan dari dewan komisaris membuat 

perusahaan atau manajemen sulit melakukan manipulasi akuntansi, sehingga 

laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan berintegritas (Novius, 2023). 
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Untuk mempertahankan konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap 

suatu perusahaan, perlu diterapkan tata kelola perusahaan. Ini memerlukan 

langkah-langkah yang panjang untuk menerapkan prinsip-prinsipnya, yang akan 

membentuk proses budaya dalam mengelola perusahaan. Efektivitas penerapan 

GCG di dalam perusahaan dapat menekan kejadian kecurangan. Maka dari itu 

penerapan GCG harus senantiasa terjaga dengan dilaksanakan self-assesment 

terkait pengimplementasian GCG di masing-masing perusahaan. Self assesment 

atau penilaian sendiri dilakukan masing-masing perusahaan secara berkala guna 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya (Wahyuningtiyas, 2023). 

Dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 

tentang indikator atau kriteria penilaian dan evaluasi penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. BUMN harus secara teratur 

melakukan penilaian sendiri (self-assessment) secara menyeluruh untuk 

mengetahui seberapa baik mereka menerapkan GCG, sehingga perusahaan dapat 

membuat rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan dengan langkah-langkah 

perbaikan yang diperlukan. Dalam penilaian tersebut, tim dari internal perusahaan 

bersama bantuan pihak independen akan mengisi worksheets self-assesment 

terkait penerapan GCG yang terdiri dari 6 faktor. Faktor-faktor seperti kinerja 

pemegang saham, RUPS, dan pemilik modal, kinerja dewan komisaris dan dewan 

pengawas, kinerja direksi, pengungkapan dan transparansi, dan komitmen untuk 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten (Wahyuningtiyas, 

2023). 
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Menurut SK Kementerian BUMN (2012) hasil penilaian di golongkan 

menjadi 5 golongan, antara lain peringkat 1 memperoleh predikat sangat baik 

dengan nilai perolehan diatas 85, peringkat 2 memperoleh predikat baik dengan 

nilai perolehan 75-85, peringkat 3 memperoleh peringkat cukup dengan nilai 

perolehan 60-75, peringkat 4 memperoleh predikat kurang baik dengan nilai 

perolehan 50-60, dan peringkat 5 memperoleh predikat tidak baik dengan nilai 

perolehan dibawah 50. 

Teori agensi menekankan penerapan GCG yang bertujuan untuk melindungi 

kepentingan prinsipial yang seringkali terpengaruh oleh perilaku yang tidak sesuai 

dari agen. Adanya ketidaksamaan kepentingan antara agen dan principal akan 

menciptakan informasi asimetri. Karena hal itu, manajemen perusahaan dapat 

mencegah atau mengurangi keuntungan manajemen karena pengawasan 

mendorong manajemen sebagai agen untuk bertindak sebaik mungkin untuk 

kepentingan pemangku kepentingan dan menekan perilaku menyimpang mereka 

dapat bertanggung jawab atas pekerjaan mereka (Silvera et al., 2023). 

2.1.4 Whistleblowing System 

Merujuk pada Komite Nasional Kebijakan Governance (2021) whistleblowing 

adalah tindakan yang diambil oleh karyawan di dalam maupun di luar perusahaan, 

untuk menemukan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku 

kepentingannya. Pengungkapan ini biasanya dilakukan secara rahasia, dengan niat 

baik, dan tidak didasari oleh keinginan buruk atau keluhan pribadi atas kebijakan 

perusahaan. Menurut Putri et al. (2024) sistem  pelaporan  pelanggaran  

(whistleblowing  system)  adalah  suatu sistem  yang  dirancang  untuk  mengenali  
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tindakan fraud  yang  dilaporkan,  mencakup  elemen-elemen seperti apa, 

mengapa, kapan, dimana, bagaimana, dan tindak lanjut dari laporan tersebut, serta 

mencakup pengakuan dan perlindungan bagi pelapor atau whistleblower atas 

laporan yang mereka sampaikan, sementara pelaku tindakan pelanggaran mungkin 

akan dikenakan hukuman atau sanksi. 

Menurut Kristiawan et al. (2024) Sistem Pelaporan Pelanggaran 

(Whistleblowing system) adalah suatu prosedur di mana karyawan atau pimpinan 

melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di dalam atau di luar 

organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga yang berwenang. Menurut 

Fauziyah et al. (2021) Whistleblowing adalah  tindakan yang diambil oleh 

individu, baik di dalam maupun di luar perusahaan, untuk menemukan 

pelanggaran yang dapat merugikan organisasi dan pemangku kepentingan. 

Penerapan whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian 

organisasi di mana mereka melakukan tugas strategi untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Dengan demikian jumlah item WBS yang terdapat di dalam 

perusahaan dapat dijadikan indikator keberhasilan penerapan WBS dengan cara 

membandingkan jumlah item yang diisyaratkan KNKG (2008) (Utami, 2018). 

Terdapat 16 item yang harus diperhatikan perusahaan dalam menerapkan WBS 

yaitu: 

1. Pernyataan komitmen terhadap pembentukan budaya kepatuhan dan 

perilaku etis secara umum. 
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2. Pernyataan komitmen terhadap program penerapan Sistem Penerapan 

Pelaporan. 

3. Dokumen resmi yang menjelaskan manfaat dan pentingnya SPP/WBS bagi 

perusahaan dan alasan penerapannya di perusahaan. 

4. Dokumen resmi yang memberikan penjelasan tata cara (prosedur) 

pelaporan pelanggaran dan kepada siapa laporan pelanggaran disampaikan 

dan media apa yang tersedia untuk menyampaikan laporan ini. 

5. Dokumen resmi yang menyatakan perilaku apa saja yang dapat dilaporkan 

sebagai pelanggaran dengan menggunakan jalur SPP/WBS. 

6. Penjelasan resmi siapa sajakah yang dapat memanfaatkan jalur SPP/WBS 

dalam melaporkan pelanggaran yang diketahuinya (karyawan, supplier, 

masyarakat umum). 

7. Panduan untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan memang 

betulbetul merupakan pelanggaran. 

8. Dokumen penegasan bahwa penyampaian laporan yang bersifat fitnah atau 

palsu tidak akan diproses dan bahkan akan diberi sanksi bila terbukti 

demikian. 

9. Pernyataan perusahaan bahwa pelapor dan laporannya akan dijamin 

kerahasiaan dan keamanannya. 

10. Pernyataan komitmen perusahaan untuk melindungi pelapor 

(Whistleblower Protection Policy) dari segala bentuk tindakan-tindakan 

pembalasan yang mungkin terjadi. 
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11. Pernyataan bahwa pelapor akan menerima kabar mengenai proses 

penanganan laporan pelanggaran yang disampaikan. 

12. Dokumen yang berisikan penjelasan mengenai hak-hak pelapor terkait 

proses yang terjadi akibat pelaporan pelanggaran yang disampaikannya. 

13. Uraian umum mengenai proses investigasi yang akan dilakukan 

perusahaan setelah menerima laporan pelanggaran yang valid. 

14. Penjelasan apakah pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonym 

atau tidak. 

15. Komitmen bahwa melakukan penunjukan petugas Perlindungan Pelapor 

yang kompeten dan jujur, serta terbuka bagi semua karyawan. 

16. Pernyataan komitmen perusahaan untuk senantiasa meakukan evaluasi dan 

perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program SPP/WBS. 

Menurut Widyawati et al. (2019) Keberadaan WBS di dalam suatu perusahaan 

dapat dijadikan alat yang dapat digunakan untuk mencegah tindakan korupsi dan 

kecurangan pada pengelolaan keuangan. Keefektifan WBS dalam organisasi 

tercermin dari banyaknya kasus kecurangan yang berhasil ditemukan dan waktu 

pemrosesan laporan kecurangan yang lebih singkat (Maisaroh & Nurhidayati, 

2021). 

Menurut teori agensi karena perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, 

masing-masing pihak berusaha untuk memperoleh keuntungan yang paling besar 

untuk diri mereka sendiri. Untuk mengurangi masalah yang dihadapi agensi, 

sistem whistleblowing dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan 

koneksi. Ini karena tidak semua orang peduli dengan apa yang mereka ketahui. 
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Maka, penerapan whistleblowing system di dalam perusahaan menjadi krusial 

untuk mencegah kecurangan, karena adanya rasa pengawasan antarpegawai 

membuat mereka enggan untuk terlibat dalam tindakan yang tidak jujur (Wijaya, 

2020). 

2.1.5 Komite Audit 

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai 

suatu komite yang dibentuk secara profesional dan independen oleh dewan 

komisaris. Tugasnya adalah membantu dan memperkuat dewan komisaris (atau 

dewan pengawas) dalam mengawasi pelaporan keuangan, manajemen risiko, 

audit, dan penerapan tata kelola perusahaan. 

Komite audit didefinisikan oleh KNKG (2006) sebagai sekelompok orang 

yang dipilih dewan komisaris untuk melakukan pekerjaan tertentu dan 

bertanggungjawab atas kinerja auditor dalam mempertahankan independensi dari 

intervensi manajemen. Idealnya komite audit dipimpin oleh seorang komisaris 

independen yang berasal dari luar perusahaan dan salah satu anggota yang 

berlatarbelakang dan atau memiliki kemampuan terkait akuntansi atau keuangan 

(KNKG, 2006). KNKG (2006) juga menyarankan jumlah anggota komite audit 

harus disesuaikan dengan kompleksitas bisnis sambil mempertimbangkan 

efisiensi pengambilan keputusan. 

Menurut Djamil (2023) komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh 

dewan komisaris perusahaan publik, dengan anggota yang dipilih dan 

diberhentikan oleh dewan komisaris tersebut, untuk membantu melakukan 
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pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu tentang kinerja direksi dalam 

mengelola perusahaan public. Komite   audit   adalah   sebuah   badan   yang  

dibentuk oleh   dewan   komisaris   sebuah perusahaan  publik,  dimana  

anggotanya  ditunjuk  dan  dihapus  oleh  dewan  komisaris tersebut (Kartika & 

Putri, 2023). Trijayanti et al. (2021) berpendapat bahwa Dewan Komisaris 

membentuk komite audit dengan tujuan mengawasi pengelolaan perusahaan, 

meningkatkan efektivitas, dan meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, 

khususnya dalam hal pelaporan keuangan. 

Itan & Siahaan (2021) mengartikan komite audit merupakan komite yang 

dibentuk oleh Dewan Komisaris; komite ini berdiri sendiri, independen, dan 

bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa 

pemeliharaan Dewan Komisaris meningkatkan arah kinerja perusahaan. Maisaroh 

& Nurhidayati (2021) menjelaskan bahwa Komite audit adalah elemen krusial 

dalam membentuk sistem manajemen internal yang bekerja sama dengan 

manajemen, dewan komisaris, dan fungsi pengendalian internal. Komite audit 

adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang 

anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat 

untuk  membantu dewan komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan 

atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam 

pengelolaan perusahaan tercatat (Indriyani et al., 2023). 

Fokus utama komite audit adalah mendorong implementasi tata kelola 

perusahaan yang baik, pembentukan struktur pengendalian internal yang memadai 

akan meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, sekaligus 
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meninjau ruang lingkup, ketetapan, kemandirian, dan objektivitas akuntan publik. 

Jika komite audit menjalankan tugasnya secara efektif, pelaksanaan fungsi 

pengawasan dan pengontrolan akan membantu mencegah kasus kecurangan di 

perusahaan (Mardani et al., 2020). Oleh karenanya anggota komite audit 

seharusnya tidak mempunyai hubungan apapun dengan seseorang yang 

berkepentingan yang ada dalam perusahaan. dengan demikian usaha yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan dapat 

direalisasikan dengan baik dan kecurangan yang terjadi dapat berkurang sampai 

tidak terjadi lagi kasus kecurangan tersebut. 

Menurut teori agensi, komite audit memiliki peran penting dalam mengurangi 

masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan 

(prinsipal) dan manajemen (agen). Teori ini menjelaskan bahwa pemilik 

perusahaan memberikan izin kepada manajer untuk mengelola operasional 

perusahaan, namun sering kali terdapat perbedaan kepentingan yang dapat 

menyebabkan informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak transparan. 

Keberadaan komite audit tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas 

laporan keuangan tetapi juga berkontribusi pada pengurangan biaya agensi (Putri 

et al., 2024). 

2.2 Kecurangan (Fraud) Dalam Pandangan Islam 

Kecurangan (fraud) dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang sangat 

dilarang dan dianggap sebagai perbuatan tercela. Dalam konteks ini, kecurangan 

tidak hanya merujuk pada penipuan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga 

mencakup berbagai bentuk ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah. 
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Kecurangan diingatkan dalam Surah Al-Mutaffifin, yang mengutuk orang-orang 

yang curang dalam takaran dan timbangan. Ayat ini menegaskan bahwa mereka 

yang berbuat demikian akan mengalami kecelakaan besar di akhirat (Surah Al-

Mutaffifin - 1-3), sebagai berikut: 

وَاذَِا كَالوُۡهمُۡ اوَْ ٢  الَّذِيۡهَ اذَِا اكۡتاَلوُۡا عَلىَ الىَّاسِ يسَۡتوَۡفوُۡنَ ١  وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفيِۡهَ  

زَووُۡهمُۡ يخُۡسِرُوۡنََؕ ٣  وَّ  

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang!, 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka 

minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang 

lain), mereka mengurangi”. 

Selain Al-Qur’an, beberapa hadist juga menggambarka bagaimana 

kecurangan, seperti dalam hadist riwayat Muslim sebagai berikut: 

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa diberi 

beban oleh Allah swt untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu 

rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya” (H.R Muslim) 

Dari pandangan islam di atas mengenai kecurangan, menjelaskan bahwa islam 

sangat melarang umatnya untuk berbuat kecurangan dalam kehidupan keseharian 

yang jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi kerusakan dalam tatanan hidup 

bermasyarakat, dan jika tetap melakukan hal tersebut maka akan ada ancaman dan 

hukuman yang akan diterima individu yang melakukannya. Oleh karena itu, 
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perusahaan wajib menerapkan peraturan dan sanksi untuk dapat mencegah 

kecurangan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Maisaroh & 

Nurhidayati, 

(2021) 

Pengaruh Komite 

Audit, Good Corporate 

Governance Dan 

Whistleblowing System 

Terhadap Fraud Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia Periode 

2016-2019 

Dependen: 

Kecurangan 

Independen: 

Komite Audit (X1), 

Good Corporate 

Governance (X2), 

Whistleblowing 

System (X3) 

1. Komite Audit dan Good 

Corporate Governance 

memiliki hubungan 

yang negatif signifikan 

terhadap fraud. 

2. Whistleblowing System 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap fraud. 

2 Sugita & 

Khomsiyah, 

(2023) 

Pengaruh Good 

Corporate Governance 

Dan Whistleblowing 

System Terhadap Fraud 

Pada Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Dependen: 

Kecurangan 

Independen: Good 

Corporate 

Governance (X1), 

Whistleblowing 

System (X2) 

1. Good Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh terhadap 

Kecurangan. 

2. Whistleblowing System 

berpengaruh terhadap 

fraud. 

3 Utami et al., 

(2019) 

Efektivitas Komite 

Audit dan Audit 

Internal terhadap 

Kasus Kecurangan 

dengan Whistleblowing 

System sebagai 

Variabel Pemoderasi 

Dependen: 

Kecurangan 

Independen: 

Komite Audit (X1), 

Audit Internal (X2), 

Whistleblowing 

System (Moderasi) 

1. Komite audit dan Audit 

internal berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

kasus kecurangan. 

2. Whistleblowing System 

terbukti memiliki efek 

quasi moderator 

terhadap pengugkapan 

kasus kecurangan 

4 Wahyuni & 

Hayati, 

(2022) 

Analisis good 

corporate governance, 

pengendalian internal, 

dan whistleblowing 

Dependen: 

Kecurangan 

Independen: Good 

1. Good corporate 

governance berpengaruh 

terhadap fraud 
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system terhadap fraud Corporate 

Governance (X1), 

Pengendalian 

Internal (X2) 

Whistleblowing 

System (X3) 

2. Pengendalian internal 

dan Whistleblowing 

System tidak 

berpengaruh terhadap 

fraud. 

5 Mahyuda et 

al., (2024) 

Pengaruh Audit 

Internal dan 

Whistleblowing System 

terhadap 

Pengungkapan Fraud 

pada Perusahaan 

Sektor Perbankan 

(Periode 2018 – 2022) 

Dependen: 

Kecurangan 

Independen: Audit 

Internal (X1), 

Whistleblowing 

System (X2). 

1. Audit internal 

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap pengungkapan 

fraud. 

2. Whistleblowing system 

tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

fraud. 

6 Mardani et 

al., (2020) 

Pengaruh Komite 

Audit, Audit Internal, 

Dan Ukuran Perusahan 

Terhadap 

Pengungkapan 

Kecurangan Pada 

Perusahaan Perbankan 

Yang Terdaftar Di Bei 

2018 

Dependen: 

Kecurangan 

Independen: 

Komite Audit (X1), 

Audit Internal (X2), 

Ukuran Perusahan 

(X3) 

1. Komite audit dan 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan 

kecurangan. 

2. Audit internal tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan 

kecurangan 

7 Khairunnisa 

et al., 

(2023) 

Pengaruh Sistem 

Internal Kontrol, Audit 

Internal Dan Penerapan 

Good Corporate 

Governance Terhadap 

Kecurangan (Fraud) 

Perbankan 

 

dependen: 

Kecurangan Fraud. 

Independen: 

Sistem Internal 

Kontrol (X1), Audit 

Internal (X2) Good 

Corporate 

Governance (X3) 

1. Sistem internal kontrol 

berpengaruh terhadap 

Kecurangan (fraud) dan 

Audit internal 

berpengaruh terhadap 

Kecurangan (fraud). 

2. Penerapan GCG 

berpengaruh negatif 

terhadap Kecurangan 

(fraud. 

8 Daulay et 

al., (2022) 

Penerapan Good 

Corporate Governance 

Terhadap Kecurangan 

(Fraud) Perbankan 

Syariah 

Dependen: 

Kecurangan 

Independen: Good 

Corporate 

Governance (X1) 

1. Penerapan Good 

Corporate Governance 

(GCG) berpengaruh 

negative dan signifikan 

terhadap kecurangan 
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(Fraud) 

9 Lestari et 

al., (2023) 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Sistem 

Internal Kontrol, Audit 

Internal, Dan 

Penerapan Good 

Corporate Governance 

Terhadap Kecurangan 

(Fraud) Perbankan 

 

dependen: 

Kecurangan. 

Independen: 

Sistem Internal 

Kontrol (X1), Audit 

Internal (X2) Good 

Corporate 

Governance (X3) 

1. Sistem Internal Control, 

Audit Internal, Good 

Corporate Governance 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan 

kecurangan perbankan. 

10 Yanti & 

Hidayah, 

(2023) 

Pengaruh Implementasi 

Good Corporate 

Governance, 

Kompetensi Auditor 

Internal Dan 

Efektivitas 

Pengendalian Internal 

Terhadap Kecurangan 

Praktik Perbankan 

Dengan 

Whistleblowing System 

Sebagai Variabel 

Moderasi 

dependen: 

Kecurangan. 

Independen: Good 

Corporate 

Governance (X1), 

Kompetensi 

Auditor Internal 

(X2), Efektivitas 

Pengendalian 

Internal (X3), 

Whistleblowing 

System (Moderasi) 

1. Good corporate 

governance tidak 

berpengaruh terhadap 

kecurangan 

2. Kompetensi auditor 

pengendalian internal 

internal berpengaruh 

terhadap kecurangan 

berpengaruh terhadap 

kecurangan 

3. Whistleblowing system 

tidak dapat memoderasi 

pengaruh antara good 

corporate governance 

terhadap kecurangan. 

4. Whistleblowing system 

dapat memoderasi 

pengaruh antara 

kompetensi auditor 

internal efektivitas 

pengendalian internal 

terhadap kecurangan. 

Sumber: Data diolah, (2025) 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono (2020: 65) Kerangka berpikir adalah model teoretis yang 

mengatur hubungan antara berbagai komponen yang telah ditentukan sebagai 
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masalah yang signifikan. Peneliti akan membuktikan secara empiris setiap 

variabel independen dalam penelitian ini berdasarkan ketidakkonsistensi dari 

temuan penelitian sebelumnya, yaitu Good Corporate Governance (X1), 

Whistleblowing System (X2), dan Komite Audit (X3), secara parsial mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kecurangan (Y). Kerangka pemikiran 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

     

     

  H1   

             

  H2   

     

     H3   

     

     

Suimber: Da itai diolaih, (2025) 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kecurangan 

Good Corporate Governance sebagai alur, sistem dan metode yang digunakan 

oleh pelaku bisnis untuk menciptakan nilai tambah yang bertahan jangka panjang 

bagi perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan pihak pemangku 

kepentingan lain tentang aturan, standar, etika, dan budaya (Prasetya & Carolina, 

2023). Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang berfungsi 

untuk mengawasi dan mengatur operasi bisnis sehingga pengemban kebijakan 

Good Corporate 

Governance (X1) 

Whistleblowing 

System (X2) 

Komite Audit (X3) 

Kecurangan (Y) 
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dapat menyeimbangkan kebutuhan. Oleh karena itu, Good Corporate Governance 

didefinisikan sebagai prosedur untuk mengatur, melaksanakan, dan meninjau 

semua operasi dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan perusahaan, dengan 

mempertimbangkan tanggung jawab dan tanggung jawab pengemban kebijakan 

tercipta keseimbangan (Yuliani & Rahmatiasari, 2021). 

Menurut Sugita & Khomsiyah (2023) untuk dapat mencegah terjadinya 

kecurangan dalam suatu perusahaan sangat diperlukan penerapan prinsip Good 

Corporate Governance karena dengan penerapan prinsip ini cukup efektif dalam 

mencegah terjadinya kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

baik penerapan prinsip good corporate governance semakin kecil pula 

kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud). Penelitian oleh Rowa & Arthana 

(2019) dan Budiantoro et al. (2022) memberikan hasil bahwa Good Corporate 

Governance berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Berdasarkan uraian 

tersebut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kecurangan pada 

perusahaan BUMN di BEI periode 2020-2023. 

2.5.2 Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Kecurangan 

Merujuk pada Komite Nasional Kebijakan Governance (2021), whistleblowing 

adalah tindakan yang diambil oleh karyawan di dalam maupun di luar perusahaan, 

untuk menemukan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan atau pemangku 

kepentingannya. Pengungkapan ini biasanya dilakukan secara rahasia, dengan niat 

baik, dan tidak didasari oleh keinginan buruk atau keluhan pribadi atas kebijakan 
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perusahaan. Sistem pelaporan pelanggaran adalah Mekanisme pengaduan di mana 

setiap individu dapat mengajukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran, 

kegiatan pelanggaran hukum atau tidak beretika yang dilakukan oleh karyawan 

perusahaan kepada pihak luar atau dalam perusahaan (Riyanto & Arifin, 2022). 

Sistem pelaporan pelanggaran perusahaan sangat penting karena membantu 

mencegah atau menghukum mereka yang melakukan kecurangan. Salah satu 

manfaat sistem pelaporan pelanggaran adalah adanya mekanisme pengaduan 

untuk mendeteksi masalah akibat pelanggaran secara dini. Penelitian oleh 

Anggraeni et al. (2021) dan Putra et al. (2024) memiliki hasil bahwa 

whistleblowing system berpengaruh dan signifikan terhadap kecurangan. 

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Whistleblowing System berpengaruh terhadap kecurangan pada 

perusahaan BUMN di BEI periode 2020-2023. 

2.5.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kecurangan 

Komite audit berfungsi sebagai pengawas jalannya operasional perusahaan 

termasuk juga mengawasi independensi audit internal supaya terbebas dari 

intervensi manajemen. Hadirnya komite audit dapat meningkatkan pengawasan 

terhadap laporan keuangan dan audit eksternal, hal ini akan menekan sifat 

opportunistic manajemen yang melakukan manajemen laba. Jika komite audit 

menjalankan tugasnya secara efektif, pelaksanaan fungsi pengawasan dan 

pengontrolan akan membantu mencegah kasus kecurangan di perusahaan 

(Mardani et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Anggiena & Prima (2024) 
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dan Trijayanti et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh 

terhadap kecurangan. 

H3: Komite  Audit  berpengaruh  terhadap  kecurangan  pada  perusahaan 

BUMN di BEI periode 2020-2023.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2020: 16) penelitian kuantitatif adalah menggunakan filsafat 

positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data 

menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif atau 

statistik untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini jenis data yang peneliti gunakan adalah data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2020: 194) data sekunder adalah sumber yang memberi 

pengumpul data secara tidak langsung, misalnya dari orang lain atau lewat 

dokumen, berupa dokumentasi atau laporan yang sudah ada sebelumnya. Data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari annual report dan juga 

laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada perusahaan BUMN yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Data tersebut diperoleh lewat 

https://www.idx.co.id/id dan juga website resmi perusahaan yang bersangkutan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2020: 126) Populasi adalah keseluruhan komponen yang 

akan digunakan untuk membuat wilayah generalisasi. Elemen populasi juga 

merupakan keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang 

diteliti. Dalam hal ini Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek 

atau obyek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari sebelum mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini 

peneliti memilih perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2020-2023 sebagai populasi penelitian. 

Saimpel penelitiain a idailaih baigia in dairi juimlaih da in kaira ikteristik popuilaisi ya ing 

terseba ir. Paida i penelitiain ini, teknik puirposive saimpling digu inaika in uintuik memilih 

saimpel berda isairka in pertimbainga in aitaiu i kriteriai tertentui (Suigiyono, 2020). Beriku it 

aida ilaih kriteria i saimpel ya ing digu inaika in dailaim penelitiain ini: 

1. Peruisa ihain BU IMN ya ing terdaifta ir di Buirsai Efek Indonesia i taihuin 2020-

2023. 

2. Peruisa ihaiain ya ing mempuiblikaisikain ainnuiail report secaira i kontinyu i daila im 

website peru isaiha iain a itaiui website Bu irsa i Efek Indonesiai sela imai periode 

2020-2023. 

3. Peruisa ihaiain BU IMN ya ing terda ifta ir di Bu irsai Efek Indonesia i ya ing 

melaipora ikain pela iksa inaiain good corpora ite governaince seca ira i bertu iruit-tuiruit 

selaima i 2020-2023. 

4. Peruisa ihaiain BU IMN ya ing terda ifta ir di Bu irsai Efek Indonesia i ya ing 

melaiporka in aida inya i whistleblowing system. 

5. Peruisa ihaiain BU IMN ya ing terda ifta ir di Bu irsai Efek Indonesia i ya ing 

menya ijikain informaisi mengena ii komite aiuidit. 

6. Perusahaan yang memiliki kasus kecurangan pada tahun 2020-2023 
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Tabel 3.1 Kriteria dan Hasil Pemilihan Sampel 

No Kriteria i juimlaih 

1. Peruisa ihain BU IMN ya ing terda ifta ir di Bu irsa i Efek Indonesia i 

paida i taihuin 2020-2023. 

25 

2. Peruisa ihaiain ya ing tidaik mempuiblikaisikain ainnuiail report 

seca ira i kontinyu i dailaim website peru isaihaia in aitaiui website 

Bu irsai Efek Indonesia i selaima i periode 2020-2023. 

(0) 

3. Peruisa ihaiain BU IMN ya ing terda iftair di Bu irsa i Efek Indonesiai 

ya ing tida ik melaipora ikain pela iksainaia in good corpora ite 

governa ince seca ira i bertuiruit-tuiruit selaima i 2020-2023. 

(0) 

4. Peruisa ihaiain BU IMN ya ing terda iftair di Bu irsa i Efek Indonesiai 

ya ing tida ik mela iporkain a idainya i whistleblowing system. 

(0) 

5. Peruisa ihaiain BU IMN ya ing terda iftair di Bu irsa i Efek Indonesiai 

ya ing tida ik  menya ijikain informa isi mengena ii komite a iuidit. 

(0) 

6. Perusahaan yang memiliki kasus kecurangan pada tahun 

2020-2023 

(5) 

 Jumlah sampel penelitian 20 

 Total sampel penelitian x 4 tahun pengamatan 80 

Suimber: IDX da in web resmi peruisa ihaiain (da itai olaihain seku inder 2025)  

No Kode Perusahaan 

1 AIDHI PT A Idhi Kairya i (Persero) Tbk 

2 AINTM PT A Inekai Ta imbaing (Persero) Tbk 

3 BBNI PT Ba ink Nega ira i Indonesiai (Persero) Tbk 

4 BBRI PT Ba ink Raikya it Indonesiai (Persero) Tbk 

5 BBTN PT Ba ink Ta ibu inga in Nega ira i (Persero) Tbk 

6 BMRI PT Ba ink Maindiri (Persero) Tbk 

7 ELSA I PT Elnuisai (Persero) Tbk 

8 GIA IAI PT Ga iruidai Indonesia i (Persero) Tbk 

9 JSMR PT Jaisa i Mairga i (Persero) Tbk 

10 KAIEF PT Kimiai Fa irmai (Persero) Tbk 

11 KRAIS PT. Kraika itaiui Steel (Persero) Tbk 

12 PGAIS PT Peruisa ihaiain Ga is Nega ira i (Persero) Tbk 

13 PTBA I PT Bu ikit AIsaim (Persero) Tbk 

14 SMBR PT Semen Ba ituira ijai (Persero) Tb 

15 SMGR PT Semen Indonesia i (Persero) Tbk 

16 TINS PT Tima ih (Persero) Tbk 

17 TLKM PT Telekomu inikaisi Indonesiai (Persero) Tbk 
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Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Sampel 

Suimber: IDX da in web resmi peruisa ihaiain (da itai olaihain seku inder 2025)  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Paidai penelitia in ini peneliti menggu inaika in teknik dokuimentaisi, penelitiain 

kepuistaika iwain da in riset online seba iga ii metode pengu impu ilain da itai. Peneliti 

mengu impuilkain daita i dairi laipora in taihuinain peru isaiha iain BU IMN ya ing terdaifta ir di 

Bu irsai Efek Indonesia i periode ta ihuin 2020-2023. Peneliti menggu ina ikain da itai 

sekuinder ya ing diku impuilkain mela iluii penga iwaisa in da in doku imenta isi daitai ya ing 

disediaika in Bu irsa i Efek Indonesiai. Informa isi ini daipa it diperoleh melailuii situis web 

resmi Bu irsa i Efek Indonesiai, ya iitui https://www.idx.co.id/id dain juiga i dairi situis 

resmi peru isaiha iain BU IMN ya ing bersa ingku ita in. 

3.5 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

Da ilaim penelitiain ini aidai duiai va iriaibel ya ing digu ina ikain ya iitui va iriaibel dependen 

(va iriaibel terika it/Y) ya iitui kecu ira inga in da in va iriaibel independen (va iria ibel beba is/X) 

ya iitui good corporaite governaince, whistleblowing system, da in komite aiuidit. 

3.5.1 Variabel Dependen 

Va iriaibel Dependen a ida ilaih vairia ibel terikait. vairiaibel terikait meruipa ikain va iriaibel 

ya ing dipenga iruihi aitaiui ya ing menja idi aikiba it, kairena i a idainya i va iriaibel beba is 

(Suigiyono, 2020: 69). Vairia ibel dependen da ilaim penelitiain ini a idailaih kecuira inga in. 

Kecu ira inga in (Fraiuid) menga icu i paida i tindaikain penipuiain ya ing dila ikuikain denga in 

18 WIKA I PT Wijaiya i Kairya i (Persero) Tbk 

19 WKST PT Waiskitai Kairya i (Persero) Tbk 

20 WSBP PT Waiskitai Beton Preca ist (Persero) Tbk 
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senga ijai oleh individui aitaiui kelompok uintuik mendaipa itkain keuintuinga in seca ira i tidaik 

aidil. Daila im teori keaigenain kecu ira inga in daipa it terja idi kairena i aidainya i informa isi 

aisimetri da in perbeda ia in kepentinga in a intairai principail da in aigen. Penguikuira in 

kecu irainga in menga icu i paida i penelitiain Sugita & Khomsiyah, (2023) ya ing 

menggu ina ikain skaila i pengu ikuira in ordinal. Dimainai va iriaibel kecu ira inga in diuikuir 

berda isairka in juimlaih ka isuis kecu irainga in ya ing dikategorikan da ila im periode 

penga imaitain. Berikuit a idailaih ka itegori da itai va iriaibel terika it (Y): 

1. Tidak ada kasus = 0 

2. Kasus 1-17 = 1 

3. Kasus > 18 = 2 

3.5.2 Variabel Independen 

Va iriaibel independen a itaiui vairia ible stimuiluis, aintecedent, predictor aita iui sering 

disebuit juiga i sebaiga ii vairiaible (beba is). Va iriaible beba is meruipaika in Vairia ible ya ing 

mempenga iruihi a itaiui menyeba ibkain peru iba ihain a itaiui muincu ilnya i va iriaible terika it 

(dependen) (Suigiyono, 2020: 69). Paidai penelitiain ini vairiaibel independen ya ing 

digu inaika in aidaila ih good corporaite governa ince, whistleblowing system, dain komite 

aiuidit. 

3.5.2.1 Good Corporate Governance 

Good Corporaite Governaince a ida ilaih sekuimpuilain a ituirain ya ing menga ituir 

baiga iimainai pengu iruis, pemega ing sa iha im, kredituir, pemerinta ih, ka irya iwain, da in 

pemega ing kepentinga in intern da in ekstern la iinnyai berintera iksi dain berta inggu ing 

jaiwa ib aitais pengopera isiain dain penga iwa isain peru isaiha iain (Nu irfa ihirai et a il., 2023). 

Tenta ing Penera ipa in Praiktek Good Corporaite Governa ince Paida i Ba idain UIsaihai 
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Milik Nega ira i (BU IMN), peru isaihaia in BU IMN hairuis seca ira i berka ilai melaikuika in 

Memberika in nilaii sesuiaii denga in haisil self-aissesment ya ing dila ikuikain maising-

maising peru isaiha iain paidai penera ipa in GCG nya i. Pengu ikuirain good corporaite 

governa ince ini menga icui paida i penelitiain Maiisa iroh & Nu irhida iya iti (2021) dimainai 

pengu ikuira innya i mengguinkain ska ilai ordinal. Denga in memberikain aingkai 

berda isairka in ha isil dairi Self-AIssessment peru isaiha iain BU IMN pa idai good corporaite 

governa ince pa idai renta ing aingka i 1-5. 

3.5.2.2 Whistleblowing System 

Whistleblowing System (WBS) aida ilaih suia itui mekainisme ya ing dira incaing u intuik 

memuingkinka in individui, baiik da iri dailaim maiuipuin luiair orga inisa isi, melaiporka in 

tindaikain pela ingga ira in aita iui pelaingga irain ya ing meru igika in peru isaihaia in da in 

pema ingku i kepentinga in. UIntuik mengu ikuir vairiaibel whistleblowing system 

menga icui pa idai penelitiain Maihyu ida i et a il. (2024), denga in menggu inaikain skaila i 

ra isio. Whistleblowing system diuikuir denga in laipora in whistleblowing system ya ing 

dilaiksaina ikain peru isaihaiain berda isa irkain pa idai pedomain sistem pela iporain 

pela ingga ira in ya ing terda ipait KNKG (2008), denga in ruimuis: 

𝐖𝐁𝐒 =
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐤𝐬𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐫𝐮𝐭 𝐊𝐍𝐊𝐆
𝑥100% 

3.5.2.3 Komite Audit 

Komite A Iuidit meru ipaikain ba igia in penting da iri struiktuir ta itai kelola i peru isaihaia in 

ya ing bertu iga is membaintui Dewa in Komisairis daila im penga iwa isain da in pengenda iliain 

interna il peruisa ihaia in. Pengu ikuira in veria ibel ini menga icu i paida i penelitiain Wa iruiwu i & 
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Suigeng (2023), denga in menggu inaika in skailai raisio dimainai ruimuis ya ing a ika in 

digu inaika in sebaiga ii berikuit: 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐚𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐞𝐚𝐡𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐮𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐚𝐤𝐮𝐧𝐭𝐚𝐧𝐬𝐢

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐚𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

Fraiuid (Y) 

 

 

ACFE mendefinisikan 

kecurangan sebagai tindakan 

melanggar hukum dengan 

sengaja untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi atau 

kelompok yang secara 

langsung atau tidak langsung 

merugikan pihak lain. 

a. Tidak ada kasus = 0 

b. Kasus 1-17 = 1 

c. Kasus > 18 = 2 

Suimber: Sugita & 

Khomsiyah, (2023) 

Ordinal 

Good 

Corporaite 

Governa ince 

(X1) 

 

Good Corporate Governance 

merupakan sistem pengaturan 

dan kontrol perusahaan yang 

dapat dilihat dari bagaimana 

berbagai pihak bermitra 

dengan perusahaan (Sari, 

2021). 

Denga in memberika in aingkai 

berda isairka in ha isil dairi Self-

AIssessment peru isaiha iain BU IMN 

paida i taitai kelolai peru isaihaia in ya ing 

baiik. 1: sainga it baigu is 2: baigu is 3: 

cuikuip ba igu is 4: ku ira ing baigu is 5: 

sainga it tidaik ba igu is. 

Suimber: Maiisairoh &  

Nuirhida iya iti, (2021) 

Ordinal 

Whistleblowing 

System (WBS) 

(X2) 

 

Kristiawan et al. (2024) Sistem 

Pelaporan Pelanggaran 

(Whistleblowing system) 

adalah suatu prosedur di mana 

karyawan atau pimpinan 

melaporkan pelanggaran yang 

𝐖𝐁𝐒

=

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐭𝐞𝐦
𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐤𝐬𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐫𝐮𝐭
𝐊𝐍𝐊𝐆

𝑥100% 

Suimber: Maihyu ida i  et ail., (2024) 

Raisio 
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dilakukan oleh seseorang di 

dalam atau di luar organisasi. 

Komite A Iuidit 

(X3) 

 

Ikatan Komite Audit Indonesia 

(IKAI) mendefinisikan komite 

audit sebagai suatu komite 

yang dibentuk secara 

profesional dan independen 

oleh dewan komisaris. 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐚𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚
𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐞𝐚𝐡𝐥𝐢𝐚𝐧

𝐤𝐞𝐮𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐚𝐭𝐚𝐮
𝐚𝐤𝐮𝐧𝐭𝐚𝐧𝐬𝐢

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐚𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚
𝐤𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭

𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Suimber: Wairuiwu i    &  

Suigeng, (2023) 

Raisio 

Suimber: Da ita i Olaihain Peneliti 2025 

3.6 Teknik Analisis Data 

Da ilaim riset ini, teknik pengola ihain daitai kuia intitaitif digu inaika in oleh peneliti, 

denga in memilih aina ilisis regresi da itai pa inel seba iga ii a ilait aina ilisis. Pengu ijiain 

staitistik deskriptif, pemeriksa iain aisu imsi klaisik, dain uiji hipotesis dilaikuikain 

menggu ina ikain pera ingka it luinaik Eviews 12. 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menuiru it Suigiyono (2020), metode staitistik deskriptif aidaila ih metode uintuik 

menga inailisis daitai denga in ca ira i mengga imbairka in aita iui mendeskripsika in da itai ya ing 

telaih terkuimpuil. Tuijuiainnya i aida ilaih uintuik memberika in ga imbaira in mengenaii daitai 

ya ing tela ih dikuimpuilkain, tainpai berma iksuid membuiait kesimpuilain ya ing berla ikui 

seca ira i uimuim aitaiui generailisaisi. Da ilaim metode staitistik deskriptif, da itai ya ing tela ih 

dikuimpuilkain aika in digaimba irkain berda isairka in nilaii ra itai-ra itai (mea in), stainda ir 

devia isi (staindair devia ition), ma iksimuim, dain minimuim. Nilaii-nilaii tersebu it 

digu inaika in u intuik melihait ga imbaira in keseluiru ihain da iri sa impel ya ing tela ih 

dikuimpuilkain. 
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3.6.2 Model Regresi Data Panel 

1. Common Effect Model 

Common Effect aidaila ih model painel ya ing pailing da isair, ka irena i hainyai 

memerluika in pengga ibuinga in daita i time series dain cross section. Model ini tidaik 

mempertimbaingka in aispek wa iktui aitaiui perbedaia in aintair individui, sehinggai 

diaisuimsikain ba ihwai perilaikui da itai peru isaiha iain tetaip sa imai daila im setiaip periode 

wa iktui. Estimaisi model daita i painel mela iluii metode ini da ipa it dilaikuikain 

menggu ina ikain pendeka itain Ordinairy Leaist Squiaire (OLS) a itaiui teknik kuiaidra it 

terkecil u intuik mengeliminaisi model daita i painel (Priya itno, 2023: 66). 

2. Fixed Effect Model 

Menuiru it Fixed Effect Model (FEM), intersept bervairia isi di a intaira i daita i, na imuin 

slope-nya i saima i uintuik semuia i da itai. Da ilaim Model FEM, va iriaibel duimmy 

ditaimbaihka in uintuik mengu ingka ip perbeda ia in intersept a intair da ita i, ya ing dikena il 

denga in naima i Leaist Squiaire Du immy Va iriaible Model. Denga in model ini, perbeda iain 

ainta irai efek da itai dain efek wa iktui a ikain menjaidi jelais, da in model ini tidaik 

mengha iruiskain aisuimsi baihwa i komponen error beba is dairi huibuinga in denga in 

vairia ibel independent (Priya itno, 2023: 66). 

3. Random Effect Model 

Da ilaim model ini, estimaisi da itai pa inel a ikain memperhituingka in kemu ingkinain 

baihwa i vairia ibel ga inggu iain berhuibuinga in aintaira i waiktui dain ainta ir individui. Model 

Raindom Effect menga ikomodaisi vairiaisi intersept aintair peru isaihaia in denga in 

memainfa iaitka in error terms uintuik setiaip peru isaihaia in. Selaiin itui, model ini bisai 
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disebuit Error Component Model (ECM) a itaiui menggu inaika in pendeka itain 

Genera ilized Leaist Squiaire (GLS) (Priya itno, 2023: 67). 

3.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel 

1. Uji Chow 

UIji Chow digu inaikain uintuik menentuika in model maina i ya ing pa iling cocok u intuik 

mengestimaisi da itai pa inel, a ipaikaih itui model Common Effect a itaiui Fixed Effect. 

Beriku it aida ilaih kriteria i ya ing digu ina ikain uintuik penga imbilain kepuituisain ya iitui, 

(Priya itno, 2023: 62): 

1. Model Fixed Effect aida ilaih ya ing terba iik jikai probaibilitais (Prob) paidai Cross 

Section F lebih kecil da iri 0,05. 

2. Sebailiknya i, Model Common Effect a idailaih ya ing terba iik jikai proba ibilitais 

(Prob) pa idai Cross Section F lebih besa ir 0,05. 

3. Uji Hausman 

UIji Haiuismain digu inaika in uintuik menentuikain pilihain aintaira i model Fixed Effect 

aita iui Raindom Effect ya ing pa iling cocok. Beriku it aidailaih kriteria i ya ing digu inaika in 

uintuik membu iait kepuituisain ya iitui, (Priya itno, 2023: 62-63): 

1. jikai proba ibilitais (Prob) ku ira ing da iri 0,05, model Fixed Effect ya ing 

lebih tepa it. 

2. Jikai probaibilitais (Prob) lebih dairi 0,05, model Ra indom Effect ya ing 

lebih tepa it. 
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3. Uji Langrainge Multiplier 

UIji La ingra inge Mu iltiplier (u iji LM) digu ina ikain uintuik menentuikain pilihain 

ainta irai model common effects a itaiui ra indom effects ya ing pa iling sesu iaii. Beriku it 

aida ilaih kriteria i ya ing diguinaika in uintuik penga imbilain kepuituisa in ya iitui, (Priya itno, 

2023: 63): 

1. Jikai Signifika insi kuira ing da iri 0,05 ma ikai Ra indom effect a idailaih model 

ya ing lebih ba iik. 

2. Jikai Signifika insi lebih dairi 0,05 maika i Common effect a idailaih model 

ya ing lebih ba iik. 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

UIji A Isuimsi Klaisik berguinai pa idai penelitiain ya ing mema ikaii da itai painel seba ib 

pengu ijiain ini aika in menuinjuikain dain mema istikain baihwa i penggu ina iain daita i tersebuit 

laiya ik di uiji. Da ilaim a irtiain va ilid, terhinda ir da iri biais, konsisten da in memenu ihi da isair 

aisuimsi da ilaim regresi da itai pa inel. A Ida ipuin uiji aisuimsi klaisik ya ing ditera ipkain pa ida i 

daita i painel melipuiti:  

1. Uji Normalitas 

Menuiru it Suigiyono (2020) uiji normailitais aida ilaih pengu ijiain uintuik mengetaihuii 

aipa ikaih va iriaibel terika it dain va iria ibel beba is daila im model regresi memiliki distribuisi 

normail aitaiui tidaik. Dailaim penggu inaia in progra im Eviews-12 u iji normailitais daipa it 

dilihait dairi nila ii proba ibilitais uiji jairquie-bera i. ketentuia in UIji ja irquie-bera i da ipait 

dikaitaika in lolos jikai nilaii Jairqu ie-Bera i > 0,05, ma ikai da itai penelitiain dia ingga ip suida ih 
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terdistribuisi normail. Sedaingka in daipait dikaitaika in tidaik lolos aipa ibilai nilaii Jairqu ie-

Bera i < 0,05, maika i daitai penelitiain diaingga ip tidaik terdistribuisi normail. 

2. Uji Multikolinearitas  

UIji ini dimaiksuidkain uintuik memeriksa i a ipaikaih terdaipa it korela isi aintaira i vairia ibel 

independen da ilaim model regresi, kairena i sehairuisnya i daila im model regresi ya ing 

baiik, tidaik aidai korela isi di aintaira i vairia ibel bebais (independen). Korelaisi ini 

menuinjuikkain tidaik aida inya i maisa ilaih muiltikolinierita is, ya ing da ipait diidentifikaisi 

melailuii: 

1. Nilaii tolera insi ya ing diinginkain lebih besa ir da iri 0,1. 

2. Nilaii VIF (Va iria ince Infla ition Fa ictors) kuira ing da iri 10. 

3. Model regresi ya ing ba iik menuinjuikkain baihwa i tidaik aidai korela isi aintair 

vairia ibel independen. 

3. Uji Heteroskedastisitas  

UIji heteroskeda istisitais meruijuik paida i ketidaiksera iga ima in vairiains vairia ibel 

independen ya ing diu iji, terja idi dailaim kondisi penga ituira in ya ing berbeda i. Pengu ijiain 

ini dilaiksaina ikain uintuik mengeva iluiaisi a ipaika ih da ilaim model regresi terda ipa it 

perbeda ia in vairiain da iri residuiail aintaira i saitui penga imaitain dain penga imaitain laiinnya i. 

UIji Glejser dilaikuikain denga in meregresi setia ip vairiaibel independen terha idaip 

residuia il aibsoluit, di mainai residu iail meru ipaika in selisih aintaira i nilaii observaisi da in 

nilaii prediksi, sedaingka in aibsoluit bera irti nilaii tersebu it diaimbil dailaim bentuik 

muitlaik. Residuiail a ibsoluit dibaigi denga in va iriaibel independen mela iluii U Iji Glejser. 



51 
 

 

Heterokeda istisitais tidaik terdeteksi jikai ha isil tingkait signifika insi UIji Glejser lebih 

besa ir dairi 0,05. 

3.6.5 Uji Hipotesis  

1. Analisis Regresi Data Panel 

Penelitiain ini menggu ina ikain da itai pa inel, ya ing bera irti mengga ibuingka in da itai time 

series da in cross section. Da itai cross-section a idailaih ku impuilain da itai ya ing 

menga imaiti bebera ipa i suibjek da ilaim wa iktui ya ing sa imai, seda ingka in daitai time series 

aida ilaih kuimpuilain daitai daila im kuiru in waiktui tertentui. Daita i time series ya ing 

dimaiksuid dailaim penelitiain ini iailaih periode wa iktui 4 taihuin (2020-2023), 

seda ingka in da itai cross section pa ida i penelitiain ini beru ipai peru isa ihaiain BU IMN 

sejuimlaih 20 peru isa ihaiain ya ing terda iftair di Bu irsa i Efek Indonesia i.  Pengu ijiain regresi 

daita i painel dilaikuika in guinai mengeta ihu ii huibuinga in aintair vairia ibel independen dain 

dependen. Denga in demikiain ya ing dima iksuid daila im penelitiain ini ia ilaih good 

corporaite governa ince, whistleblowing system, dain komite aiuidit terha idaip 

kecurangan. 

Yit = α + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + еit 

Ketera inga in: 

Yit: Kecurangan (fra iuid) 

β0: Konstaintai 

β: Koefisien regresi 

X1: Good Corporaite Governa ince  

X2: Whistleblowing System  
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X3: Komite A Iuidit 

e = Sta indaird Error, i = entitais ke – i, t = periode ke – t 

 

2. Uji Parsial (Uji t) 

UIji staitistik t mengindikaisikain seja iuih mainai vairia ibel independen seca irai 

individuia il mempenga iruihi vairiaisi vairia ibel dependen. U Iji staitistik t daipa it 

dilaiksaina ikain denga in mempertimbaingka in tingkait signifika insi ya ing terka iit, ya iitui 

tingka it keperca iya iain 95% a itaiui taira if signifika insi ya ing diteta ipka in sebesair 0,05 

(5%), denga in ketentuiain seba iga ii beriku it: 

a. Hipotesis ailterna itif (Ha i) diterimai jikai proba ibilitaisnya i kuiraing da iri 0,05. 

Ha il ini menuinjuikka in baihwa i vairiaibel good corporaite governa ince, 

whistleblowing system dain komite aiuidit secairai pairsia il mempenga iruihi 

kecurangan. 

b. Hipotesis a ilternaitif (Ha i) ditolaik jikai proba ibilitais lebih besa ir da iri 0,05. Ha il 

ini menuinjuikka in baihwa i vairiaibel Good Corporaite Governaince, 

Whistleblowing System, dain Komite A Iuidit tidaik memiliki penga iruih ya ing 

signifika in terha idaip kecurangan. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

UIji koefisien determina isi menentu ikain sebera ipai ba iik model da ipait menjela iskain 

vairia isi vairia ibel dependen. Da ilaim penelitiain ini, peneliti menggu inaikain nilaii R-

Squiaired. Jikai Nila ii R-Squiaired ya ing renda ih menu injuikka in ba ihwai vairia ibel 

independen tida ik sepenuihnya i da ipait menjelaiskain va iriaisi vairia ibel dependen, 



53 
 

 

Na imuin nila ii R-Squia ired mendeka iti saitui (1) menuinjuikka in baihwa i va iriaibel 

independen ha impir memiliki semuiai da itai ya ing diperluika in u intuik memprediksi 

vairia isi vairia ibel dependen. Rentaing nila ii koefisien determina isi bera ida i aintaira i 0 

hingga i 1 (0 < R
2
 < 1), denga in pedoma in seba iga ii berikuit: 

a. Rentaing nila ii R-Squiaired seha iru isnya i a intaira i 0 hingga i 1. 

b. AIpa ibilai nilaii R-Squiaired sa imai denga in 1, itu i bera irti ba ihwai peru ibaihain 

vairia ibel dependen sepenuihnya i dipenga iruihi oleh vairia ibel independen. 

c. Ketika i nilaii R-Squia ired saima i denga in 0, ini mengindikaisikain ba ihwai tidaik 

aida i keterka iitain ainta irai va iriaibel independen da in vairiaibel dependen.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berda isairka in haisil penelitiain ya ing tela ih dilaikuika in mengena ii Penga iruih Good 

Corporaite Governa ince, Whistleblowing System, da in Komite A Iuidit Terha idaip 

Kecu ira inga in Paidai Peruisaiha iain BU IMN Yaing Terdaifta ir di Buirsa i Efek Indonesiai 

Periode 2020-2023, denga in saimpel penelitiain terdiri dairi 20 peruisaiha iain BU IMN. 

Denga in ailait uiji eviews 12, maikai peneliti da ipait menairik bebera ipai Kesimpuilain 

seba iga ii beriku it: 

1. Ha isil uiji-t menuinjuikkain baihwa i Good Corporaite Governa ince berpenga iru ih 

terha idaip kecu ira inga in Paidai Peru isaihaia in BU IMN Ya ing Terda iftair di Bu irsai 

Efek Indonesia i Periode 2020-2023. Ha il ini dikairena ikain adanya du ikuinga in 

dairi pihaik ya ing mengontrol dain monitoring kinerja i mainaijemen da in 

menjaimin aikuinta ibilitais maina ijemen dailaim penera ipain GCG. 

2. Ha isil uiji-t menuinjuikka in baihwa i Whistleblowing System berpenga iruih 

terha idaip kecu irainga in paidai peru isaihaia in BUIMN ya ing terda ifta ir di Buirsa i Efek 

Indonesia i Periode 2020-2023. Ha il ini membuiktikain baihwa i penera ipain 

WBS setiaip peruisaiha iain BU IMN sesuiaii denga in 16 mekainisme ya ing di 

isya ira itkain KNKG. Sehingga i sistem pelaipora in pela ingga ira in aitaiui WBS 

berja ilain seca ira i efektif denga in memperha itikain kebuituihain da iri pela ipor aita iui 

whistleblower ya ing da ipait meningka itka in kebera iniain kairya iwain uintuik 

melaiporka in terja idinya i tindaik kecu ira inga in dain da ipait menuiru inkain juimlaih 
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terja idinya i kecuira inga in di peruisa ihaia in BUIMN. AIdainya i sainksi baigi pela ikui 

kecu irainga in juiga i daipa it mengu ira ingi kecu irainga in di peru isaihaia in BU IMN. 

3. Ha isil uiji-t menuinjuikka in baihwa i komite aiuidit tidak berpenga iruih terha idaip 

kecu irainga in Paida i Peruisaiha iain BU IMN Ya ing Terda ifta ir di Bu irsa i Efek 

Indonesia i Periode 2020-2023. Ha isil ini dikarenakan kurangnya akses yang 

memadai atau tidak dapat memahami informasi yang disajikan, mereka 

mungkin tidak dapat mendeteksi kecurangan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Terda ipa it bebera ipai keterbaita isain dailaim penelitiain ini ya ing dija ibairka in sebaiga ii 

berikuit: 

1. Va iriaibel independen ya ing digu ina ikain da ilaim penelitiain ini terba itais ya iitui 

hainya i menggu ina ikain good corpora ite governa ince, whistleblowing system, 

dain komite a iuidit. 

2. Objek ya ing digu inaika in dailaim penelitiain ini hainya i melipuiti seluiruih 

peru isaihaia in BU IMN ya ing terda ifta ir di Bu irsai Efek Indonesiai denga in 4 ta ihuin 

aima itain. 

5.3 Saran 

5.3.1 Saran Akademik 

Berda isairka in keterba itaisa in ya ing tela ih dijela iskain diaita is, maikai sa ira in uintuik 

penelitiain sela injuitnya i aidaila ih sebaiga ii berikuit: 

1. Paidai penelitia in selainjuitnya i henda iknya i uintuik meneliti sektor peru isaiha iain 

laiin ya ing terda ifta ir di Bu irsai Efek Indonesia i. 
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2. Dihaira ipkain pa idai penelitiain sela injuitnya i da ipait mena imbaih laimainya i taihuin 

aima itain serta i menga imaiti pena imbaihain peru isa ihaia in BU IMN ya ing terda ifta ir di 

BEI mengiku iti taihuin penelitiain. 

3. Penelitiain beriku itnya i seba iiknya i memperpainja ing periode wa iktui 

penga imaitain u intuik mendaipa itkain sa impel ya ing lebih ba inya ik, sehingga i ha isil 

penelitiain da ipait menjaidi lebih aikuira it 

4. Paidai penelitia in selainjuitnya i dihaira ipka in terdaipa it pengemba inga in penelitia in 

seperti mena imbaih a itaiui memperba ihairu ii vairiaibel laiinnya i ya ing memiliki 

penga iruih terha idaip kecu irainga in, seperti kegia itain suirprise a iuidit, 

pengenda iliain interna il, buidaiya i orga inisaisi dain laiin-laiin. 

5.3.2 Saran Operasional 

1. Peruisa ihaiain perlu i ruitin menga ida ikain pelaitihain tentaing prinsip GCG 

(tra inspaira insi, aikuintaibilitais, ta inggu ing ja iwa ib, independensi, kewa ijaira in) 

uintuik seluiruih jaija irain mainaijemen da in ka irya iwa in. 

2. Peruisa ihaiain ha iruis mingkaitka in pemaiha imain ka irya iwa in tenta ing prosedu ir, 

mainfa iait, dain perlindu inga in huikuim baigi pela ipor. 

3. Peruisa ihaiain ha iruis memaistikain ainggota i Komite A Iu idit memiliki laitair 

bela ikaing a ikuinta insi, keuiainga in, huikuim, dain memaiha imi prinsip aiu idit sertai 

fra iuid detection.  
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